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BUPATI TEMANGGUNG 

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 

NOMOR 58 TAHUN 2013 

TENTANG 

PENCABUTAN ATAS PERATURAN ·:sUPATI TEMANGGUNG 
NOMOR 50 TAHUN 2010 TENTANG PEMANFAATAN PASAR LEGI.PARAKAN 

KABUPATEN TEMANGGUNG 

Menimbang 

Mengingat : 1. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TEMANGGUNG, 

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah 
Nomor 25 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 
yang teranggarkan untuk Pembangunan Pasar Legi 
Parakan, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 
Tahun 2010 ten tang Pemanfaatan Pasar Legi Parakan 
Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu 
dicabut; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pencabutan Atas Pera turan Bupati 
Temanggung Nomor 50 Tahun 2010 tentang 
Pemanfaatan Pasar Legi Parakan Ka bu paten 
Temanggung; 

Undang-Undang 
Pembentukan 

Nomor 13 Tahun 1950 
Daerah-daerah Kabupaten 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

tentang 
Dalam 

2 . Undang-Undang Nomor 5 Tahunl 960 tentang Pokok
pokok Agraria (Lembaran Negara Republik In donesia 
Tahun 1960 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2043) ; 

3 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

5 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahu n 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4 724); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40. Tahun 1996 tentang Hak 
Guna Usaha, Hak Guria Bangunan dan Hak Pakai Atas 
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 58, · Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3643); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik In donesia Nomor 
4609) sebagaimana telah diubah den gan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daera h (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nom or 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik In donesia Nomor 
4855); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 

14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung 
Tahun 2008 Nomor 6); 



Menetapkan 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 
Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 
Nomor 17 ); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1 ); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kablipaten Temanggung Tahun 2012 
Nomor 26); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 
Daerah; 

MEMUTUSKAN : 

PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 
NOMOR 50 TAHUN 2010 TENTANG PEMANFAATAN PASAR 
LEGI PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG 

Pasal 1 

Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 50 Tahun 2010 tentang 
Pemanfaatan Pasar Legi Parakan Kabupaten Temanggung (Berita Daerah 
Ka bu paten Temanggung Tahun 2010 Nomor 50) dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Temanggung. 

KABAG HUKU I 
._, - , -w~~• 

Diundangkan di Temanggung 
pada tanggal 9' NOfE'mB~ 2..013 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TEMANGGUNG 

-BAMBANG AROCHMAN 

Ditetapkan di Temanggung 
pada tanggal 3 ~tBC-R- 2013 

BUPATI TEMANGGUNG, 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013 NOMOR ~-f] 


